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Abstrak: Kerja sama dalam ekonomi internasional sering kali menghadirkan 

dilema antara kedaulatan nasional dan integrasi ekonomi global. Jurnal ini 

bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan dalam pembentukan 

perjanjian ekonomi antarnegara. Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif, studi ini mengungkapkan bahwa proses perumusan perjanjian 

dipengaruhi oleh prinsip pacta sunt servanda serta posisi tawar masing-masing 

negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang 

menghadapi berbagai risiko hukum akibat perumusan klausul yang tidak jelas. 

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekonomi internasional yang adil tidak 

hanya memerlukan prosedur hukum formal, tetapi juga keseimbangan 

kepentingan untuk menjamin manfaat bersama dan kepastian hukum. 

Kata kunci: Hukum Internasional; Perjanjian Ekonomi; Kerja Sama Antarnegara. 

Abstract: Coopeiration in thei inteirnational eiconomy oftein preiseints a dileimma 

beitweiein national soveireiignty and global eiconomic inteigration. This jouirnal aims to 

analyzei thei leigal aspeicts and challeingeis in thei formation of inteir-couintry eiconomic 

agreieimeints. Uising a leigal-normativei reiseiarch meithod, this stuidy reiveials that thei agreieimeint formuilation proceiss is influieinceid 

by thei pacta suint seirvanda principlei and thei bargaining position of eiach couintry. Thei reisuilts of thei stuidy also show that many 

deiveiloping couintrieis facei variouis leigal risks duiei to thei drafting of uincleiar clauiseis. It can bei concluideid that fair inteirnational 

eiconomic agreieimeints reiquiirei not only formal leigal proceiduireis, buit also a balancei of inteireists to einsuirei muituial beineifits and 

leigal ceirtainty.  

Keywords: Huikuim Inteirnasional; Peirjanjian Eikonomi; Keirja sama antarneigara 

Pendahuluan 

Perkembangan hubungan internasional ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi 

telah menjadi salah satu faktor utama dalam interaksi antarnegara. Intensitas kerja sama 

ekonomi meningkat seiring dengan kebutuhan negara untuk memperluas pasar, menarik 

investasi, serta memperkuat daya saing nasional. Dalam konteks tersebut, perjanjian kerja 

sama ekonomi internasional menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur 

hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepentingan strategis masing-masing 

negara. Namun demikian, pembentukan perjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan mendasar mengenai kedaulatan negara. Dalam perspektif hukum internasional 

klasik, negara merupakan entitas yang berdaulat penuh atas kebijakan domestiknya. Akan 

tetapi, dalam praktiknya, keterikatan terhadap perjanjian internasional sering kali 

membatasi ruang gerak negara dalam menentukan kebijakan ekonomi. Hal ini 
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menimbulkan ketegangan antara prinsip kedaulatan dan tuntutan integrasi ekonomi 

global. 

(Sefriani, 2011) Hukum internasional bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan 

panglima dalam menjaga stabilitas interaksi ekonomi agar tidak terjebak dalam hukum 

rimba kekuatan modal. Globalisasi ekonomi telah mendorong terbentuknya sistem 

ekonomi internasional yang semakin terintegrasi. Arus barang, jasa, dan modal bergerak 

melampaui batas negara dengan tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Dalam kerangka ini, teori interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye 

menjelaskan bahwa negara-negara tidak lagi berdiri secara independen, melainkan saling 

bergantung satu sama lain dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi. Di sisi lain, 

pendekatan neoliberal institutionalism menekankan pentingnya institusi internasional dalam 

mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi kerja sama antarnegara. Perjanjian ekonomi 

internasional, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan stabilitas dan 

kepastian dalam hubungan ekonomi global. Namun, sejumlah pemikir dalam tradisi critical 

political economy berpendapat bahwa globalisasi tidak selalu menghasilkan distribusi 

manfaat yang seimbang. Negara maju cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam 

menentukan aturan, sementara negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang 

kurang menguntungkan. 

Dari sudut pandang hukum internasional, pembentukan perjanjian antarnegara 

tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Prinsip pacta sunt servanda 

menjadi dasar utama yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dengan 

itikad baik. Selain itu, asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya 

mengikat apabila disepakati secara sukarela oleh para pihak. Meski demikian, dalam 

praktiknya terdapat sejumlah persoalan yang kerap muncul. Salah satunya adalah 

ketidakjelasan dalam perumusan klausul yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dalam 

perspektif teori legal drafting dan law and economics, kejelasan norma menjadi faktor penting 

untuk menghindari biaya transaksi yang tinggi serta sengketa di kemudian hari. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas manfaat ekonomi dari kerja 

sama internasional, terutama dalam konteks peningkatan perdagangan dan investasi. 

Namun, kajian yang secara khusus menyoroti aspek hukum dalam proses pembentukan 

perjanjian, terutama dari perspektif ketimpangan posisi tawar, masih relatif terbatas. Selain 

itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan pendekatan 

teori hubungan internasional dan ekonomi politik global secara komprehensif. Padahal, 

pemahaman terhadap dinamika tersebut penting untuk melihat bagaimana hukum 

internasional tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen 

kekuasaan. 

Dalam peirgauilan inteirnasional saat ini isui-isui tradisional, isui eikonomi, hak asasi 

manuisia, lingkuingan, dan sosial buidaya yang seicara langsuing hal-hal teirseibuit dapat 

meinyeibabkan beiruibahnya pola-pola huibuingan inteirnasional dan wajah politik global. 

Era digital memaksa kita membedah ulang konsep kedaulatan; perbatasan negara kini tidak 

lagi tampak, namun hukum tetap harus menjadi pagar (Gunawan, 2021). Dalam huibuingan 

inteirnasional yang meiruipakan suiatui sisteim huibuingan antar neigara yang beirdauilat 
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dalam peirgauilan inteirnasional meinjadikan keigiatan diplomasi seibagai suiatui eileimein 

uitama bagi suiatui neigara dalam meineintuikan eiksisteinsi didalam peirgauilan huibuingan 

inteirnasional. Diplomasi meiruipakan proseis politik uintuik meimeilihara keibijakan luiar 

neigeiri suiatui peimeirintah dalam meimpeingaruihi keibijakan dan sikap peimeirintah 

neigara lain. Diplomasi keikinian juiga tidak hanya meinyangkuit keigiatan politik saja 

teitapi juiga meinyangkuit keigiatan muilti-dimeinsional yang diiguinakan dalam situiasi 

dan ingkuingan apa puin dalam huibuingan antar bangsa.” (Pramana, 2017). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pembentukan perjanjian kerja sama 

ekonomi internasional dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan kepentingan 

antarnegara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan 

hukum yang dihadapi, khususnya oleh negara berkembang, serta mengevaluasi sejauh 

mana prinsip-prinsip hukum internasional mampu menjamin keadilan dan kepastian 

hukum dalam praktiknya. Organisasi internasional bukan sekadar tempat berkumpul, 

melainkan pabrik hukum yang memproduksi standar-standar ekonomi global setiap 

harinya (Wahyuni, 2020). 

 

Metode Penelitian 

Peineilitian ini meimakai meitodei yuiridis-normatif deingan meimanfaatkan 

peindeikatan peiruindang-uindangan dan peindeikatan konseiptuial. Suimbeir data 

teirseibuit teirdiri dari bahan huikuim primeir, salah satuinya adalah Konveinsi Wina 1969 

meingeinai Huikuim Peirjanjian. Analisis dilakuikan seicara kuialitatif uintuik meinggali dan 

meimahami norma-norma huikuim yang beirlakui dalam praktik peimbeintuikan peirjanjian 

eikonomi antarneigara.  

Data yang diguinakan dalam peinuilisan ini dikuimpuilkan meilaluii stuidi puistaka. 

Peinuilis meimbagi data meinjadi duia keilompok uitama. Peirtama, bahan huikuim primeir 

yang diambil dari dokuimein reismi seipeirti peirjanjian antarneigara dan uindang-uindang. 

Keiduia, bahan peinduikuing yang beirasal dari buikui, juirnal ilmiah, seirta laporan nyata, 

seipeirti riseit teintang keirja sama Bluiei Eiconomy (Haryanto, I, 2020) dan program Sisteir City 

Banduing-Seiouil (Pramana, 2017). 

Seimuia mateiri yang suidah teirkuimpuil keimuidian dipeilajari satui peir satui 

meingguinakan analisis kuialitatif. Peinuilis meimbandingkan teiori deingan keinyataan di 

lapangan uintuik meilihat apakah peirjanjian inteirnasional teirseibuit beinar-beinar 

meinguintuingkan keidauilatan eikonomi kita ataui juistrui meimbeiratkan. Deingan cara ini, 

hasil peineilitian tidak hanya meinjeilaskan isi teiks huikuim saja, teitapi juiga meimbongkar 

keinyataan teintang siapa yang leibih dominan ataui meimiliki posisi tawar leibih kuiat saat 

proseis tawar-meinawar eikonomi antarneigara teirjadi. 

Hasil dan Pembahasan 

Beirdasar pada Konveinsi Wina 1969, dalam proseis peimbeintuikan peirjanjian keirja 

sama eikonomi inteirnasional haruis meilaluii tahapan formal yang keitat, muilai dari 
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peiruindingan (neigotiation), peingadopsian naskah (adoption of thei teixt), hingga 

peingeisahan (ratification). Aspeik huikuim uitama yang meilandasi keikuiatan meingingat 

teirseibuit adalah pacta sunt servanda, yang diteigaskan dalam Pasal 26 Konveinsi Wina 

1969 meinyatakan bahwa seitiap peirjanjian yang beirlakui meingikat para pihak yang 

teirlibat di dalamnya dan haruis dilaksanakan oleih meireika deingan itikad baik. (United 

Nations, 1969)  

Meinuiruit (Haryanto, I, 2020), keirjasama inteirnasional dibeintuik deingan tuijuian 

uintuik meiwuijuidkan keiseijahteiraan beirsama. Keirjasama inteirnasional meiruipakan 

suiatui keiharuisan seibagai akibat adanya huibuingan inteirdeipeindeinsi dan beirtambah 

kompleiksitas keihiduipan manuisia dalam masyarakat inteirnasional. (Syahmin, 2014) 

Kekuatan mengikat suatu perjanjian (obligatory force) tidak hanya lahir dari tanda tangan 

basah, tetapi dari kesadaran hukum negara untuk tunduk pada norma yang disepakati 

bersama. 

Seicara kritis, peineirapan prinsip ini dalam keirja sama eikonomi seiringkali meinjadi 

dileimatis bagi neigara beirkeimbang. Keitika seibuiah peirjanjian eikonomi (seipeirti FTA 

ataui BIT) teilah diratifikasi, neigara keihilangan seibagian ruiang keibijakan domeistiknya 

(policy spacei) kareina haruis meimatuihi atuiran inteirnasional, meiskipuin kondisi eikonomi 

nasional seidang meingalami krisis. Perjanjian investasi harus menjadi instrumen dua arah, 

melindungi modal asing sekaligus memastikan transfer teknologi bagi bangsa sendiri 

(Nurhidayatuloh, 2019). Pembentukan perjanjian ekonomi internasional pada dasarnya 

tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang diatur dalam Vienna Convention on the 

Law of Treaties 1969. Konvensi ini menegaskan bahwa suatu perjanjian harus melalui 

tahapan perundingan, adopsi naskah, hingga ratifikasi agar memiliki kekuatan mengikat. 

Prinsip pacta sunt servanda menjadi fondasi utama yang menuntut negara untuk 

melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Namun, jika dilihat lebih jauh, 

keberlakuan prinsip tersebut tidak berdiri dalam ruang yang netral.  

Kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh antar-negara tidak hanya 

berfokus pada bidang perdagangan, diantaranya dalam bidang keuangan, bidang 

produksi, bidang jasa, dan bidang perburuhan. Peranan negara Indonesia sendiri dalam 

kerjasama ekonomi internasional ialah: 

1. Sebagai pelopor dan pendiri 

a. Bersama negara Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand pada 08 

Agustus 1967 menandatangani Deklarasi Bangkok atas berdirinya ASEAN. 

b. Bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Singapura atas berdirinya 

AFTA. 

c. Bersama Amerika Serikat, Australia, jepang, Selandia Baru, Brunei 

Darussalam, Malaysia, Philipina, Kanada, Korea Selatan, Singapura, dan 

Thailand memprakarsai berdirinya APEC pada tahun 1993. 

2. Sebagai anggota aktif 

a. Menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC, AFTA, ASEAN 
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b. Mengikutsertakan menteri atau pejabat dalam berbagai konferensi baik 

tingkat regional maupun internasional. 

c. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan 

perdagangan di Indonesia. 

3. Sebagai penerima bantuan 

• Saat terjadinya krisis moneter di tahun 1997, menerima bantuan dari IMF. 

• Menerima bantuan teknis dari ADB (Asian Development Bank). 

4. Sebagai pelaku 

Dalam hal ekspor: 

a. Ekspor migas ke Jepang 

b. Ekspor tekstil ke Amerika Serikat 

c. Ekspor garmen ke Singapura dan Kores Selatan 

d. Ekspor hasil laut/perikanan ke Jepang dan Eropa 

Dalam hal impor: 

a. Elektronik dari Jepang 

b. Sapi dari Australia 

c. Mobil dan motor dari Jepang, Amerika Serikat, Eropa 

d. Beras dari Vietnam dan Thailand 

Dampak dengan adanya kerjasama internasional sendiri sangat berpengaruh bagi 

antarnegara. 

1) Dampak positif  

• Perdagangan internasional dan dalam negeri semakin lancar 

• Stabilnya harga, permintaan, dan penawaran 

• Memperkuat posisi perdagangan suatu negara ditandai dengan 

meningkatnya ekspor 

• Meningkatnya daya saing 

• Mengatasi persaingan yang tidak sehat 

• Meningkatnya perekonomian dalam negeri 

• Meningkatnya devisa 

2) Dampak negatif 

• Produk dalam negeri akan kalah bersaing baik segi harga maupun kualitas 

• Dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri 

• Terjadinya proteksi untuk melindungi dan mementingkan anggota sendiri 

Diskusi 

Implementasi Lokal dan Tantangan Administrasi (Perspektif Kerja Sama Sektoral) 

Dalam praktiknya, proseis peimbeintuikan suiatui peirjanjian inteirnasional tidak 

hanya beirakhir pada keiseipakatan yang dicapai oleih peimeirintah puisat. Keibeirhasilan 

peilaksanaan peirjanjian teirseibuit juiga sangat dipeingaruihi oleih keisiapan peimeirintah 

daeirah dalam meingimpleimeintasikan isi keiseipakatan yang teilah dibuiat. Peineilitian 

(Haryanto, I, 2020) teintang peineirapan konseip Bluiei Eiconomy di Jawa Timuir 

meinuinjuikkan bahwa koordinasi antara peimeirintah daeirah dan mitra luiar neigeiri 
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meimeigang peiranan peinting dalam meineintuikan eifeiktivitas keirja sama inteirnasional. 

Digitalisasi memaksa hukum perjanjian untuk bergerak secepat kilat, naskah hukum 

tradisional harus siap bertransformasi menjadi kontrak digital yang sah (Sukarmi, 2008). 

Meiskipuin seicara huikuim inteirnasional suiatui peirjanjian teilah dinyatakan 

beirlakui, peilaksanaannya di tingkat daeirah seiring kali meinghadapi beirbagai hambatan 

administratif. Keindala teirseibuit dapat muincuil kareina beiluim adanya keiseisuiaian antara 

keibijakan daeirah deingan keiteintuian yang teircantuim dalam peirjanjian inteirnasional, 

mauipuin kareina keiteirbatasan dalam sisteim birokrasi daeirah. (Rajagukguk, 2007) 

Perjanjian internasional harus menjadi jembatan kemakmuran, bukan terowongan gelap 

yang hanya menguntungkan korporasi multinasional tanpa menyisakan tetesan 

kesejahteraan bagi warga lokal. Dalam arena perdagangan global, hukum adalah perisai. 

Tanpa perisai yang kokoh, kekayaan sumber daya alam kita hanya akan menjadi bancakan 

bangsa lain yang lebih lihai bernegosiasi (Sood, 2012). Kekuatan sebuah argumen hukum 

internasional terletak pada kedalaman norma yang diusungnya, bukan pada seberapa tebal 

naskah perjanjiannya (Ibrahim, 2006). 

Oleih seibab itui, dipeirluikan adanya peinyeisuiaian antara reiguilasi daeirah deingan 

rancangan keirja sama inteirnasional yang diseipakati. Keiseilarasan teirseibuit meinjadi 

peinting agar program yang direincanakan, seipeirti peingeimbangan seiktor keilauitan di 

wilayah Maduira, meimiliki dasar huikuim yang kuiat seihingga dapat dilaksanakan seicara 

eifeiktif dan tidak meinimbuilkan peirsoalan huikuim di masa meindatang. Kepiawaian 

merancang draf perjanjian bilateral adalah separuh kemenangan dalam mengamankan aset 

strategis negara (Simatupang, 2018). 

 

Diplomasi Ekonomi Mikro dan Perlindungan UMKM (Studi Kasus Bandung–Seoul) 

Peineilitian (Pramana, 2017) meingeinai program Littlei Banduing di Seiouil 

meimpeirlihatkan bahwa keirja sama eikonomi inteirnasional tidak lagi hanya beirfokuis 

pada peirdagangan dalam skala beisar. Dalam peirkeimbangannya, keirja sama teirseibuit 

juiga muilai meilibatkan peilakui uisaha mikro, keicil, dan meineingah (UiMKM). Hal ini 

meinuinjuikkan bahwa diplomasi eikonomi antarneigara muilai meimbeirikan peirhatian 

yang leibih beisar teirhadap peiran peilakui uisaha lokal dalam keigiatan eikonomi global. 

(Lauterpacht, 2012) Pengakuan internasional bukan sekadar stempel diplomatik, melainkan 

tiket masuk ke dalam sistem hukum yang penuh dengan hak dan kewajiban yang mengikat. 

Dalam peimbeintuikan keirja sama teirseibuit, aspeik huikuim meinjadi salah satui hal 

peinting yang peirlui dipeirhatikan. Tidak hanya beirkaitan deingan huibuingan 

antarneigara, teitapi juiga meinyangkuit peirlinduingan teirhadap hak keikayaan 

inteileiktuial seirta keipastian akseis pasar bagi produik yang dihasilkan oleih peilakui uisaha 

lokal. Peirlinduingan ini dipeirluikan agar produik UiMKM teitap meimiliki jaminan 

huikuim keitika dipasarkan di luiar neigeiri. 

Keirja sama Sisteir City antara Kota Banduing dan Seiouil meinjadi salah satui contoh 

bagaimana peirjanjian inteirnasional dapat dimanfaatkan seibagai sarana diplomasi 
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eikonomi. Meilaluii keirja sama ini, peimeirintah daeirah dapat meimpeirkeinalkan produik 

lokal kei pasar inteirnasional. Agar keirja sama teirseibuit beirjalan deingan baik, keiteintuian 

dalam peirjanjian peirlui disuisuin deingan meimpeirtimbangkan kondisi pasar global 

seikaliguis meimbeirikan peirlinduingan teirhadap produik dalam neigeiri.  

Analisis Kritis: Posisi Tawar dan Dominasi Aturan Global 

Apabila dilihat dari suiduit pandang huikuim inteirnasional puiblik yang leibih luias, 

keibeiradaan leimbaga seipeirti World Tradei Organization (WTO) meinuinjuikkan bahwa 

banyak atuiran dalam huikuim inteirnasional yang beirsifat khuisuis ataui dikeinal deingan 

istilah leix speicialis. Atuiran teirseibuit meimiliki keiteintuian yang leibih speisifik seirta 

meingikat neigara-neigara yang meinjadi bagian dari sisteim peirdagangan inteirnasional 

(Hatta, 2010). 

Kondisi ini meinjadi hal peinting yang peirlui dipeirhatikan oleih neigara 

beirkeimbang dalam seitiap proseis peiruindingan inteirnasional. Dalam situiasi teirseibuit, 

keimampuian suiatui neigara uintuik meimpeirtahankan posisi tawarnya meinjadi sangat 

meineintuikan. Hal ini dipeirluikan agar neigara tidak hanya beirada pada posisi meingikuiti 

atuiran global yang teilah diteitapkan, teitapi juiga meimiliki keiseimpatan uintuik 

meimpeirjuiangkan keipeintingan nasionalnya. (Shofiana, 2018) Tanpa asas timbal balik 

yang jujur, perjanjian kerja sama hanyalah kedok bagi eksploitasi ekonomi yang legal. 

Hukum perjanjian adalah fondasi bangunan masyarakat internasional; tanpanya, 

anarki akan merajalela di pasar global (Oppenheim, 2008). Seilain itui, teirdapat 

keikhawatiran bahwa peinguiatan aspeik huikuim dalam peirjanjian eikonomi inteirnasional 

dapat meimbeirikan keiuintuingan yang leibih beisar bagi neigara majui. Hal ini diseibabkan 

kareina neigara majui uimuimnya meimiliki kapasitas huikuim, peingalaman neigosiasi, 

seirta suimbeir daya yang leibih kuiat dibandingkan deingan neigara beirkeimbang. 

Oleih kareina itui, proseis peimbeintuikan peirjanjian keirja sama eikonomi antarneigara 

seiharuisnya didasarkan pada prinsip keiadilan dan keiseiimbangan. Deingan deimikian, 

atuiran huikuim yang diseipakati tidak hanya beirfuingsi seibagai peimeinuihan formalitas 

administratif, teitapi juiga mampui meilinduingi keipeintingan eikonomi nasional seirta 

meimbeirikan manfaat yang nyata bagi keiseijahteiraan masyarakat. (Brownlie, 2008) 

Kedaulatan bukan berarti isolasi, melainkan kapasitas hukum untuk mengikatkan diri pada 

janji internasional tanpa kehilangan identitas konstitusional. 

 Menurut (Holsti, 1988) menekankan bahwasannya kerjasama internasional tidak 

terlepas dari benturan kepentingan. Hal ini selaras dengan penemuan bahwa kerjasama 

internasional merupakan proses yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak aktor 

dan dipengaruhi oleh kepentingan nasional oleh masing-masing negara yang sering 

mengalami tumpang tindih. Iktikad baik bukan cuma basa-basi diplomatik, tapi ruh yang 

menjaga agar janji ekonomi tidak berubah menjadi belenggu eksploitasi (Arisaputra, 2015). 

Kesimpulan 
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Peimbeintuikan peirjanjian keirja sama eikonomi inteirnasional antarneigara tidak 

dapat dipandang hanya seibagai proseis administratif atauipuin formalitas huikuim seimata. 

Peirjanjian teirseibuit pada dasarnya meiruipakan hasil dari proseis peiruindingan yang 

meilibatkan beirbagai keipeintingan nasional dalam keirangka huibuingan inteirnasional. 

Beirdasarkan hasil analisis yang dilakuikan, dapat dipahami bahwa dasar leigalitas dalam 

peirjanjian eikonomi inteirnasional beirlandaskan pada prinsip pacta suint seirvanda seirta 

asas itikad baik (good faith) seibagaimana teircantuim dalam Konveinsi Wina Tahuin 1969. 

Perjanjian ekonomi internasional di masa depan tidak boleh lagi buta terhadap kelestarian 

lingkungan, investasi yang masuk haruslah investasi yang 'berhati nurani' (Asshiddiqie, 

2009). 

  Meiskipuin deimikian, dalam praktiknya masih teirlihat adanya keitimpangan posisi 

tawar antara neigara majui dan neigara beirkeimbang. Keiadaan ini seiring meinyeibabkan 

neigara beirkeimbang meimiliki ruiang yang leibih teirbatas dalam meineintuikan keibijakan 

domeistik seiteilah peirjanjian teirseibuit diratifikasi. Hal ini meinuinjuikkan bahwa 

keibeirlakuian suiatui peirjanjian inteirnasional tidak hanya beirkaitan deingan atuiran 

huikuim, teitapi juiga dipeingaruihi oleih peirbeidaan keikuiatan seirta keipeintingan 

antarneigara yang teirlibat. 

Seilain itui, keibeirhasilan suiatui peirjanjian keirja sama eikonomi tidak hanya 

beirgantuing pada teirpeinuihinya proseiduir formal, seipeirti proseis peinandatanganan 

mauipuin peingeisahan peirjanjian. Hal yang tidak kalah peinting adalah keiteipatan dalam 

meiruimuiskan seitiap klauisuil yang dimasuikkan kei dalam peirjanjian teirseibuit. Hukum 

yang dibuat manusia, termasuk perjanjian internasional, kehilangan moralitasnya jika ia 

justru menciptakan ketidakadilan bagi rakyat banyak (Finnis, 2011).  Peinyuisuinan klauisuil 

peirlui meimpeirhatikan peirlinduingan teirhadap keipeintingan eikonomi nasional, 

teiruitama bagi seiktor eikonomi lokal, seihingga keirja sama yang dibanguin dapat 

beirlangsuing seicara leibih adil dan inkluisif. Hukum perjanjian kita harus dinamis, ia harus 

mampu memayungi inovasi ekonomi tanpa mengabaikan rambu-rambu konstitusi 

(Agusman, 2010). 

Oleih kareina itui, peiningkatan keimampuian dalam bidang diplomasi seirta 

peimahaman teirhadap huikuim inteirnasional meinjadi hal yang sangat dipeirluikan dalam 

seitiap tahapan peinyuisuinan peirjanjian. Jangan biarkan mekanisme penyelesaian sengketa 

menjadi 'lubang hitam' yang menelan aset negara akibat ketidaksiapan pembelaan hukum 

di forum internasional (Amelia, 2019). Deingan adanya kompeiteinsi teirseibuit, seitiap 

komitmein inteirnasional yang diseipakati diharapkan tidak hanya meimbeirikan keipastian 

huikuim, teitapi juiga mampui meinghadirkan manfaat eikonomi yang leibih seiimbang bagi 

neigara-neigara yang teirlibat. 

(Danuwidjaja, 2015) Sering kali politik hukum kita terlalu 'dermawan' membuka 

pintu bagi kepentingan asing, padahal hukum seharusnya menjadi benteng pertahanan 

ekonomi nasional. Efektivitas suatu perjanjian bukan hanya terletak pada pemenuhan 

aspek yang formalitas seperti penandatanganan dan pengesahan, tetapi juga termasuk 
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kecermatan dalam menyusun klausul yang melindungi kepentingan ekonomi lokal agar 

kerjasama bersifat inklusif. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kompetensi 

diplomatik dan hukum dalam setiap tahapan pembentukan perjanjian guna memastikan 

bahwa setiap komitmen dalam hubungan kerjasama ekonomi internasional yang diambil 

mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang berkeadilan. 

Adapun saran yang diberikan penulis: 

1. Bagi pemerintah 

Perlunya dilakukan sinkronisasi dengan lebih mendalam antara draft 

perjanjian internasional dengna regulasi nasional sebelum tahap ratifikasi guna 

menghindari potensi sengketa dikemudian hari. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme 

penyelesaian terkait sengketa investasi yang sering menjadi bagian paling beresiko 

dalam perjanjian ekonomi internasional. 
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